
Menimbang• 

Mengingat • 

PEl\AERINTAHKABUPATENKAPUAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR • 8Tf'.HUN 2000 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGAN1 SASI DAN TATA KERJA 
DINAS PASAR KABUPATEN KAPUAS 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA 

BUPATI KAPUAS 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besamya sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang pasar, dipandang perlu rnembentuk Dinas Pasar 
Kabupaten Kapuas; 

b. bahwa pel aksan aan di maksu d h u ruf a tersebut di atas peri u ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

3. Un dang-Un dang Nomor 25 Tahu n 1999 tentang Perimbangan Keu an gan 
antara Pemerintah Pu sat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 38390); 



Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TENT ANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
PASAR KABUPATEN KAPUAS. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

a Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas; 
c. Bupati adalah Bupati Kapuas; 
d Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas; 
e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Kapuas; 
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kapuas; 
g Unit Pel aksana T ekn is Di nas (UPTD) adalah Unit Pel aksana T ekn is Di nas 

pada Din as Pasar yang melaksanakan sebagian tu gas Dinas di lapangan; 
h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 

halaman/peiataran, ban gun an berbentuk los dan atau kios dan bentuk 
lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta yang 
khu su s di sedi akan u ntu k pedagang 

BABII 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dalam Daerah dibentuk Dinas Pasar. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) Dinas Pasar adalah Unit Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pasar. 

(2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 
dibawah dan bertan ggu n g j awab kepada Bu pati 



BABIV 
1U3AS POKOK DAN FIJ\IGSI 

Pasal4 

Dinas Pasar mempunyai tugas pokok mengelola dan atau menguasai unit
unit Pasar Pemeri ntah Daer ah, membi na dan mengawasi Pasar Swasta serta 
Mengusahakan dan menyediakan fasilitas Pasar bagi penduduk di Daerah. 

Pasal5 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 Din as Pasar mempunyai fungsi 

a. Perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, 
merencanakan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan 
kebij aksan aan tekn is serta program kerj a; 

b. Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang 
pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik prasarana dan sarana 
pasar, pengaturan/penertiban penggunaan dan pelayanan perizinan, 
pembin aan pedagan g, pemu n gutan atau penagi h an retribu si pasar atau 
pemungutan lainnya, pengelolaan kebersihan, perparkiran dan fasilitas 
pasar lainnya; 

c. Ketatausah aan yang mei iputi segal a u sah a dan kegi atan di bidang tata 
usaha, kepegawaian, material termasuk pelengkapan, barang-barang 
dan selu ru h inventari s Di nas; 

d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan 
kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan 
celayanan bidang pasar; 

e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 
melaksanakan pengawasan/pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas 
pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan 
Peratu ran Perun dan gan yang berlaku. 

BABV 
SUSIJ\IAN ORGAN! SASI 

Pasal6 

Su sun an Organisasi Dinas Pasar terdiri dari • 

a. Kepala Dinas; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Bangunan dan Perawatan; 
d. Seksi Keamanan dan Ketertiban; 
e. Seksi Pemasaran dan Penagihan; 
f. Unit Pelaksana Teknis Din as (UPTD) 



Bagian Pertama 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. 

Pasal8 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasai 7, Sub Bagian Tata 
Usaha mempunyai fungsi 

a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta 
pembinaan organisasi dan tata laksana; 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 
c. Melaksan akan pengu ru san kepegawai an, perl engkapan, su rat 

menyurat dan kerumahtanggaan serta kehumasan. 

Pasal9 

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 

a. Urusan Umum; 
b. Urusan Kepegawaian; 
c. Urusan Keuangan; 

Pasal 10 

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, 
kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi 
perjalan an din as, peralatan dan perl en gkapan serta inventarisasi. 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
admi n istrasi kepegawaian, menyu sun pedoman dan petu nj u k 
ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan 
informasi serta hubungan masyarakat 

3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan 
admi nistrasi keu angan yang meliputi penyu sunan Anggaran, 
Pembu kuan, pert an ggu ngj awaban serta laporan keu an gan 

Bagian Kedua 
Seksi Bangunan dan Perawatan 

Pasal 11 

Seksi Bangunan dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan dan 
men gawasi kegi atan pembangu nan, perbaikan dan perawatan, fi si k sarana 
dan prasarana pasar serta pemeliharaan kebersihan. 



Pasal 12 

Untuk menyel en ggarakan tu gas tersebut pada Pas al 11 Seksi Bangun an dan 
Perawatan mempunyai fungsi 

a Mengumpulkan dan menyusun data, membuat analisis dan evaluasi 
dalam program pemban gun an pasar bai k yang menyan gkut fi sik mau pun 
rencana pembiayaan 

b. Menyusun program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan 
saran a, prasarana dan fasilitas pasar serta kebersihan pasar 

c. Menyelenggarakan kebersihan pasar 

Pasal 13 

Seksi Bangu nan dan Perawatan terdiri dari 

a Sub Seksi Pelaksanaan Bangunan; 
b. Sub Seksi Perawatan 
c. Sub Seksi Kebersihan. 

Pasal 14 

(1) Sub Seksi Pelaksanaan Bangunan mempunyai tugas menyusun 
program, mengawasi kegiatan pembangunan/pemugaran pasar dan 
prasarana serta melaksanakan pembangunan/pemugaran pasar 

(2) Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas menyusun program 
perawatan/perbaikan pasar, meneliti dan melaporkan keadaan fisik 
bangunan pasar, bangunan utilitis dan fasilitas pasar untuk diusulkan 
perbaikannya, mengawasi pelaksanaan perawatan, pemeliharaan, 
perbaikan fisik bangunan utilitis dan fasilitas pasar, mengurus, 
memelihara dan merawat instalasi listrik dan kelengkapannya serta air 
bersih di pasar 

(3) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyusun program 
pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan kebersihan 
pasar, mengatur penggunaan/pemeliharaan kendaraan baik bermotor 
ataupu n tidak bermotor yang di pergu nakan u ntuk pen gangkutan sampan 
di lokasi pasar dan mengatur tempat pembuangan sampan 

Bagian Ketiga 
Seksi Keamanan dan Ketertiban 

Pasal15 

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan 
pengamanan fisik, ketertiban umum dan pencegahan kebakaran. 



Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tu gas tersebut pada Pasal 15 Seksi Keamanan 
dan Ketertiban mempunyai fungsi 

a. Melaksanakan penyusunan program dan sistem pengamanan pasar baik 
fi si k mau pun keselamatan person ii. 

b. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan ketertiban pasar 

c. Melaksanakan usaha dalam rangka mencegah kebakaran pasar 

Pasal 17 

Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari • 

a. Sub Seksi Pengamanan; 
b. Sub Seksi Ketertiban; 
c. Sub Seksi Pencegahan Kebakaran. 

Pasal 18 

(1) Sub Seksi Pengamanan mempunyai tugas menyusun rencana sistem 
pengamanan atas bangunan Kantor, Pasar dan kekayaan fisik Dinas 
Pasar dan keselamatan kerja seluruh pegawai/pekerja, melaksanakan 
pengamanan kantor pasar dan kekayaan fisik lainnya, mengadakan 
kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang berwajib dalam 
pelaksanaan keamanan serta melaporkan pelanggaran keamanan 
kepada pih ak yang berwaj i b sesu ai den gan prosedu r yang beri aku. 

(2) Sub Bagian Ketertiban mempunyai tugas menyusun rencana dan 
melaksanakan ketertiban penggunaan kios, los dan pelataran parkir, 
fasilitas bongkar muat barang dan fasilitas pasar lainnya di lingkungan 
pasar sesuai pemanfaatannya dan mengambil langkah-iangkah 
pelaksanaan ketertiban secara koordinatif sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

(3) Sub Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas menyusun 
rencana mengurus pemeliharaan, perawatan dan kesiapan alat-alat 
pemadam kebakaran, melaksanakan, mengatur, mengawasi serta 
menginventarisasikan alat-alat pencegahan bahaya kebakaran, 
melakukan pembinaan terhadap personil dan regu pemadam 
kebakaran, dan melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan 
kebakaran. 



Bagian Keempat 
Seksi Pemasaran dan Penagihan 

Pasal 19 

Seksi pemasaran dan penagihan mempunyai tugas melaksanakan 
admin istrasi, perizinan dan pen gel olaan tempat berjualan (kios, los, 
pelataran dan tempat-tempat lainnya), pembinaan pedagang dan 
mei aksanakan tagih an-tagih an pemu ngutan daerah dan pun gut an lain nya di 
lingkungan pasar 

Pasal20 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Seksi Pemasaran 
dan Penagihan mempunyai fungsi 

a. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan administrasi pemakaian 
tempat berj ualan; 

b. Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian 
perizinan tempat berjualan. 

c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada para pedagang 
d Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penagihan 

pun gut an daerah dan pun gut an lain nya dalam Ii ngku ngan pasar 
e. Memberikan rekomendasi pendirian pasar swasta. 

Pasal 21 

Seksi Pemasaran dan Penagihan terdiri dari 

a. Sub Seksi Perizinan dan Pengaturan tempat usaha; 
b. Sub Seksi Pembinaan Pedagang; 
c. Sub Seksi Penagihan 

Pasal22 

(1) Sub Seksi Perizinan dan Pengaturan Tempat Usaha mempunyai tugas 
merencanakan, melaksan akan pemrosesan permohonan izin 
pemakaian tempat berjualan, mengurus dan menyelesaikan balik nama 
kios, los dan pel ataran dan tempat-tempat I ai nnya yang 
dipin dahtan gan kan, mengi nventarisasi dan men gadmin istrasi kan data 
surat izin pemakaian tempat berjualan, meneliti dan menyelesaikan 
permohon an rekomendasi pedagang yang akan menjaminkan 
kios/losnya dan tempat-tempat lainnya, mencatat perubahan-perubahan 
yang terjadi mengenai jenis jualan di pasar, merencanakan dan 
mengatur penataan dan peruntukan penggunaan tempat berjualan 
menu rut j en is ju a I an dan pe dagan g, men g i nventari s asi j en is dan 
j uml ah pedagang, gabun gan pedagang, j en is ju al an dan I ai n-1 ain. 



(2) Sub Seksi Pembinaan Pedagang mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan pem bin aan kepada pedagan g melal ui bi mbin gan dan 
penyuiuhan, mengadakan usaha peningkatan keterampilan dan 
pengetahuan pedagang, membina para pedagang untuk berdirinya 
koperasi pedagang di pasar, dan membantu pedagang dalam upaya 
memperoleh kredit dari Bank. 

(3) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mengerjakan file induk 
pedagang yang memakai kios, los, pelataran dan tempat-tempat 
lainnya, listrik, air, tempat parkir dan kamar man di/ WC, menyusun 
dan mengatur file pedagang sesuai dengan kelompok/wilayah 
penagihan, mengerjakan rekening pemakaian kios, los, pelataran dan 
tempat-tempat lainnyatempat parkir, kamar mandi/WC, melaksanakan 
penagihan, memberi Cap Register pada rekening-rekening yang akan 
ditagih kan, menyele nggarakan Bu ku Penagih an dan pencatatan 
tagihan-tagihan lainnya, menyetorkan dan membuat laporan hasil 
penagihan dan saldo rekening yang belum bayar, dan menyimpan 
rekeni ng yang be I um tertagih 

BABVI 
UNIT PELAKSANA lEKNIS DINAS 

Pasal 23 
Pada Dinas Pasar dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Din as (UPTD) 
berdasarkan Keputusan Bupati dan atau Peratu ran Daer ah. 

Pasal 24 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur 
pelaksana teknis operasional dinas. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Dinas. 

(3) Un it Pel aksan a T ekn is Din as dapat dibentuk berdasarkan kebutu h an dan 
kemampuan Daerah 

BABVII 
BAGAN SlRUKltR ORGANISASI 

Pasal 25 

(1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan Daerah ini. 

(2) Lampi ran Peraturan Daerah tersebut ayat ( 1) Pasal ini meaipakan satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



BABVIII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal26 

( 1) Kepala Din as di an gkat dan diberhentikan oleh Bu pati atas usu I 
Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala 
Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Dinas Pasar 

(3) Kepala Unit Peiaksana Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usul Kepala Dinas Pasar. 

BABIX 
TATA KERJA 

Pasal27 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pasar dan Unit Peiaksana Teknis Dinas 
wajib menerapkan pri nsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
di dal am mau pun an tar satu an organi sasi sesuai dengan tu gas-tu gas 
masi ng-masi ng. 

Pasal28 

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Bupati 

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing 
dan men gawasi pekerjaan u n su r-u nsur pembantu dan pei aksan a yang 
berada dalam lingkungan dinasnya 

Pasal 29 

Setiap Kepala Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan 
laporan berkal a tepat wal4unya 

Pasal 30 

Setiap Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib 
mengambil langkah tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



BABX 
KETB'1TUAN LAIN-LAIN 

Pasal 31 

Lingkungan, Wilayah dan Lokasi Pasar yang menjadi tanggung jawab Din as 
Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

BABXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal32 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
men gatur tent an g pengelol aan pasar dan ketentu an-ketentuan lain yang 
bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi 

BAB XII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 33 

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih Ian jut oleh Bupati. 

Pasal34 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah. 

Ditetap di Kuala Kapuas Pada 
tanggal 13 M e i 2000. 

BUPATIKAPUAS 

Capdtt 

BURHANUDIN ALI 



Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal 13 Me i 2000. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

Cap dtt 

Ors. TOEKIYO A.A. MSc 
PembinaTingkat I NIP. 
530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D. 



Lampiran :   Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 tahun 2000
          Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Petanian, Pertamanan dan

Ketertiban Kabupaten Kapuas

Kelompok Jabatan 
Fu.ngslonal 

Sek s i 
Bangunan dan Perawctlan 

Sub Seksi 
Pelaksanaan Bangunan 

Sub Seksi 
Perawatan 

Sub Seksi 
Kr.bcrsihan 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada Tanggal 13 Mei 2000. 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Cap dtt 

Dr&. TOEKIYO A.A, MSc 
Pembina Tlngkat I 
NIP. 530 000 898 

LEMBAR.Ml DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D. 

L KltPALA UlNAS I 

U PTD 

Uru:san 
Umum 

Urusan 
Kepegawaian 

Sek s i 
Keamanan dan Ketertiban 

Sub Seksi 
Pengamanan 

Sub Seksi 
Ketertiban 

Sub Seksi 
Pencegahan Kebakaran 

I 

Urusan 
Keuangan 

Sek s i 
Pemasaran dan Penagihan 

Sub Seksi 
Pe::zina.n & Pengaturan Tempat 

Usaha 

Sub Seksi 
Pembinaan Pedagagng 

Sub Seksi 
Penagihan 

Disahkan d1 Kuala Kapuas 
Pada Tanggal 13 M e i 2000 

BUPATI KAPUAS 

Cap dtt 

BURHANUDIN ALI 


